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  هـلا  ىلعو , هيلسرملاو  ءايــبولأا فرشا ىلع م لاـسلاو  ة لاصلاو  هيـملاعلا بر لله دمحلا
دـعب اما .هيعمجا  هبحصو 
Segala puji kehadirat Allah SWT dengan Rahmat dan Magfirah-Nya serta 
salawat serta salam teruntuk Nabi sepanjang zaman, Muhammad SAW. Yang telah 
membawa kita dari alam jahiliah menuju alam terang benderang. Atas Ridha-Nya dan 
doa yang disertai dengan usaha yang semaksimal setelah melalui proses yang panjang 
dan melelahkan akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.  
Keberadaan skripsi ini bukan sekedar persyaratan formal bagi mahasiswa 
untuk mendapat gelar sarjana tetapi lebih dari itu merupakan wadah pengembangan 
ilmu yang didapat dibangku kuliah dan merupakan kegiatan penelitian sebagai unsur 
Tri Darma Perguruan Tinggi. Dalam mewujudkan ini, penulis memilih judul 
“Intelektual Dader dalam Kasus Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum 
Positif dan Hukum Islam” Semoga kehadiran skripsi ini dapat memberi informasi 
dan dijadikan referensi terhadap pihak-pihak yang menaruh minat pada masalah ini. 
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan dan partisipasi semua pihak, baik dalam bentuk motivasi moril maupun 
materil. Karena itu, kemudian penulis berkewajiban untuk menyampaikan ucapan 
teristimewa dan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga tercinta khususnya 
kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan Ayahanda M.Aqsa dan 
Ibunda St. Nuraeni. Ucapan yang tak terhingga saya ucapkan kepada Ayahanda yang 
sampai saat ini masih berada disampingku dengan susah dan jerih payahnya 
mengasuh dan mendidik serta memberikan materi yang tak henti- hentinya. Dan 
kepada Ibunda tersayang, yang sudah merawat selagi saya masih kecil dan kasih 
sayang yang luar biasa dari beliau. Serta Adinda Ira Wardani Aqsa dan Sri Nabilah 
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Aqsa yang selalu memberikan semangat. Seluruh keluarga besar tercinta yang selalu 
memberikan motivasi, bantuan moril dan materil serta do‟a restu sejak awal 
melaksanakan studi sampai selesai. 
Secara berturut-turut penulis menyampaikan terima kasih kepada :  
1. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si., selaku Rektor UIN Alauddin 
Makassar. Serta para wakil Rektor beserta seluruh staf dan karyawannya. 
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsudin, M.Ag., selaku dekan Fakultas 
Syari‟ah dan Hukum Serta para wakil dekan beserta seluruh stafnya. 
3. Bapak Dr. Achmad Musyahid, M.Ag. selaku ketua dan Bapak Dr. 
Muhammah Sabir, M.Ag. selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab 
dan Hukum serta stafnya atas izin pelayanan, kesempatan dan fasilitas yang 
diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
4. Bapak Dr. Hamsir, M.Hum selaku Penguji I dan Bapak Ashar Sinilele, 
S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan nasehat, 
saran dan mengarahkan penulis dalam perampungan penulisan skripsi ini.  
5. Bapak Dr. Hamzah Hasan, M.HI selaku Pembimbing I dan Bapak 
Rahman Syamsuddin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah 
banyak memberikan bimbingan, nasehat, saran dan mengarahkan penulis 
dalam perampungan penulisan skripsi ini.  
6. Para Bapak/Ibu dosen serta seluruh karyawan Fakultas Syari‟ah dan Hukum 
UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan ilmu dan pelayanan yang 
berguna. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi 
kami di dunia dan di akhirat. Amin. 
7. Terima Kasih kepada Rafaldi S.S yang selalu memberikan motivasi, 
bantuan dan mendukung penulis agar terselesaikannya skripsi ini. 
8. Terima Kasih kepada Nuramanah Amalia My Partner In Crime, yang selalu 
setia menemani penulis dari mulai masuk kuliah hingga sekarang. 
9. Terima Kasih kepada Sahabat Tercinta penulis yaitu Tutut Mawardiani, 
Deviliya Nanda Oscar M. Andril Muharram, Muh. Taufiqul Hakim dan Dwi 
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Erfiana Pasimai S.H yang selalu memberikan motivasi dan memberikan 
semangat hingga sekarang. 
10. Seluruh Teman-teman mahasiswa jurusan Perbandingan Mazhab Dan 
Hukum Angkatan 2014 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang 
setia membantu dalam suka dan duka. 
11. Terima Kasih kepada semua teman-teman Alauddin Law Study Centre 
(ALSC) UIN Alauddin Makassar yang selalu membantu dan memberikan 
saran untuk penulis. 
12. Terima Kasih kepada semua teman- teman KKN UIN Angkatan 
XXXXXVIII Kel. Canrego Kec. Polongbangkeng Selatan, Kab. Takalar 
yang senantiasa menemani dan melewati suka duka bersama-sama. 
13. Dan kepada teman-teman, sahabat, adik-adik di Fakultas Syariah dan 
Hukum terkhusus jurusan Pebandingan Mazhab dan Hukum yang tidak 
sempat disebutkan satu persatu dalam skripsi ini, mohon dimaafkan. Dan 
kepada kalian diucapkan banyak terima kasih. 
Akhirul kalam, sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat beberapa ketidak 
sempurnaan sebagaimana idealnya suatu karya ilmiah. Oleh karena sumbangsih kritik 
dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak merupakan penghargaan dan 
kehormatan bagi penulis. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, penulis 
mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama bagi 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN 
A. Transliterasi Arab-Latin 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat 
dilihat pada tabel berikut : 
1. Konsonan 
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas) 
ج Jim J Je 
ح ḥa ḥ ha (dengan titik dibawah) 
خ Kha Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص ṣad ṣ es (dengan titik dibawah) 
ض ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) 
ط ṭa ṭ te (dengan titik dibawah) 
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik dibawah) 
viii 
 
ع „ain  apostrof terbalik 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah   Apostrof 
ى Ya Y Ye 
 Hamzah (ء  yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda 
apa pun  Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda        
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal 
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ا fatḥah a A 
  ا Kasrah i I 
  ا ḍammah u U 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat 




Tanda Nama Huruf  Latin Nama 
  ي fatḥah dan y    ai a dan i 
  و fatḥah dan wau au a dan u 
Contoh: 
فيك : kaifa 
ل ىه : haula 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 




Nama Huruf  dan 
tanda 
Nama 
  ي… /   ا …. Fatḥah dan alif atau y      a dan garis di atas 
ي Kasrah dan y  ī i dan garis di atas 
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis di 
atas 
             Contoh: 
ت ام : m ta 
ًمر : ram  
ميق : qīla 
ت ىمي : yamūtu 
4. Tā marbūṭah 
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang hidup atau 
mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah (t). 




Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata yang 
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā’ 
marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 
Contoh:  
ل افط لاا ةض ور : rauḍah al-aṭf l 
ةهض افنا ةىيدمنا : al-madīnah al-f ḍilah 
ةمكحنا  : rauḍah al-aṭf l 
5. Syaddah (Tasydīd) 
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda tasydīd   ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. 
 
Contoh: 
اىبر : rabban  
اىيجو : najjain  
قحنا : al-ḥaqq 
معو : nu”ima 
ودع : „duwwun 
Jika huruf  ي ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 
( ـــــؠ  , maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī  
 
Contoh: 
يهع : „Ali  bukan „Aliyy atau „Aly  
يبرع : „Arabī  bukan „Arabiyy atau „Araby  
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا (alif 
lam ma‟arifah   Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti 
biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah maupun huruf qamariah. Kata 
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang 
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar 
( - ). 
Contoh : 
سمشنا : al-syamsu (bukan asy-syamsu) 
ةن زنازنا : al-zalzalah (az-zalzalah) 
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ةفسهفنا : al-falsafah 
دلابنا : al- bil du 
 
7. Hamzah. 
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof   „   hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletah di awal 
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. 
Contoh : 
نورمات : ta‟murūna 
عىىنا : al-nau‟ 
ءيش : syai‟un 
ترما : umirtu 
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia 
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat 
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau 
sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia 
akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata 
al-Qur‟an  dari al-Qur‟ n , Alhamdulillah, dan munaqasyah  Namun, bila kata-kata 
tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi 
secara utuh. Contoh: 
Fī Ẓil l al-Qur‟ n 
Al-Sunnah qabl al-tadwīn 
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ ) 
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau 
berkedudukan sebagai muḍ  ilaih  frasa nominal , ditransliterasi tanpa huruf hamzah  
Contoh: 
الله هيد    dīnull h  الله اب  bill h 
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jal lah, 
ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:  
 مهههنا ةمحر يف  hum fī raḥmatill h 
10. Huruf Kapital 
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps), dalam 
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf 
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf 
capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal nama diri (orang, tempat, 
xii 
 
bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata 
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap dengan huruf awal nama 
diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, 
maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan 
yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh 
kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, 
DP, CDK, dan DR). contoh: 
 
Wa m  Muḥammadun ill  rasūl 
Inna awwala baitin wuḍi‟a linn si lallaẓī bi bakkata mub rakan 
Syahru Ramaḍ n al-lażī unzila fih al-Qur‟ n 
Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī 
Abū Naṣr al-Far bī 
Al-Gaz lī 
Al-Munqiż min al-Ḋal l 
 
Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari  dan Abū 
(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus 
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:  
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-
Walīd Muḥammad  bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu) 
Naṣr Ḥ mid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥ mid  bukan: Zaīd, 
Naṣr Ḥ mid Abū . 
B. Daftar Singkatan 
 Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 
swt.  : subḥ nahū wa ta‟ l  
saw.  : ṣallall hu „alaihi wa sallam 
a.s.  : „alaihi al-sal m 
H  : Hijrah 
M  : Masehi 
SM  : Sebelum Masehi 
l.  : Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja) 
w.  : Wafat tahun 
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli „Imr n/3: 4 
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Judul : INTELEKTUAL DADER DALAM KASUS PEMBUNUHAN 
BERENCANA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM 
ISLAM 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) untuk mengetahui esensi Intelektual 
Dader, 2) untuk mengetahui hukum dan sanksi pidana terhadap Intelektual Dader 
dalam kasus pembunuhan berencana menurut hukum positif dan hukum Islam. 
Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan 
multidisipliner, yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan syar‟i  Adapun sumber data 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, selanjutnya pengumpulan data 
yang digunakan bersumber dari buku yang memiliki relevansi dengan sumber yang 
dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, 
dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baik itu positif maupun Hukum Pidana 
Islam yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 
Setelah mengadakan pembahasan tentang intelektual dader dan sanksi 
hukumnya, maka perlu adanya upaya untuk tindak melakukan tindak pidana tersebut 
khusnya kasus pembunuhan berencana. Intelektual dader juga merupaka pelaku 
tindak pidana yang sangat berbahaya dan sanksinya juga sangat berat. Baik di dalam 
hukum Positif maupun hukum Islam, Intelektual dader tetap diberikan sanksi kecuali 
pembantu kejahatan pidananya akan dikurangi sepertiga dari hukuman pembuat atau 
dader.  
Penulis menemukan, dari hukum positif dan hukum Islam tentang Intelektual 
dader dalam kasus pembunuhan berencana yang berisikan tentang sanksi yang akan 
dikenakan oleh pembuat atau dader bahwa di dalam hukum positif akan dikenakan 
hukuman mati bagi pelaku pembunuhan berencana ataupun pidana penjara paling 
lama dua puluh tahun dan hukuman bagi pembuat dalam hukum Islam adalah 








A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum, berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjunjung 
tinggi hak asasi manusia serta menjamin seluruh warga negara mendapat 
perlindungan dan perlakuan yang sama. Menegakkan hukum, merupakan jaminan 
Negara atas keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. 
  Dalam pelaksanaan peradilan tindak pidana dibuktikan dengan adanya suatu 
prosedur atau proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, praperadilan, 
pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh 
hakim sebagai pejabat peradilan yang diamanati Undang-Undang untuk mengadili. 
Semua proses tersebut harus dilakukan agar dapat menjunjung tinggi rasa keadilan 
demi tegaknya hukum. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “strafbaar 
feit”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan 
mengenai sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya 
tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata 
delictum.1 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut : 
“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”. 
                                                          
1
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Cet:1 Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 45. 
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   Perbuatan tindak pidana ditinjau dari objek kejahatannya dibagi menjadi dua 
macam, yaitu : 
1. Kejahatan terhadap benda-benda sebagai objek hukum; 
2. Kejahatan yang berhubungan dengan subjek hukum yaitu tubuh dan nyawa 
seseorang. 
KUHP menempatkan kejahatan di dalam Buku Kedua da Pelanggaran dalam 
Buku Ketiga, tetapi tidak ada penjelasan mengenai apa yang disebut kejahatan dan 
pelanggaran. Semuanya diserahkan kepada ilmu pengetahuan untuk memberikan 
dasarnya, tetapi tampaknya tidak ada yang sepenuhnya memuaskan. Kejahatan 
merupakan rechtsdelict atau delik hukum dan pelanggaran merupakan wetsdelict atau 
delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum yang dirasakan 
melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang 
lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang 
ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk mempunyai SIM bagi 
yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum. Di sini tidak tersangkut sama 
sekali masalah keadilan.2  
Kejahatan adalah suatu fenomena sosial yang terjadi pada setiap waktu dan 
tempat, kehadirannya di bumi ini dapat dianggap setua dengan umur manusia dengan 
banyaknya pemberitaan tentang kejahatan khususnya dalam hal pembunuhan anarki 
dan perbuatan sadisme, bertambahnya tingkat kejahatan tersebut terjadi dikarenakan 
                                                          
2
 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana (Cet:1 Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h. 56. 
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banyaknya kekurangan sarana dan pra sarana yang dapat menghambat perkembangan 
kejahatan. 
  Dari sejarah peradaban manusia, jenis kejahatan yang pertama kali muncul 
adalah tindakan pembunuhan. Peristiwa pembunuhan maupun penganiayaan terus 
mengalami perkembangan yang diiringi dengan gaya model yang sangat beragam, 
dari cara yang paling sederhana sampai yang sangat canggih. Banyak peristiwa 
kejahatan atau pembunuhan yang dapat disaksikan dan bahkan pembunuhan yang 
sudah melampaui batas kemanusiaan, moral dan hukum. Perilaku pembunuhan sudah 
jelas-jelas menunjukkan bahwa seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan nilai-
nilai moral, kemanusiaan, dan aturan-aturan etika dan bahkan keimanan. Dan hal ini 
juga menunjukkan bahwa kasus pembunuhan dengan berbagai motif yang 
menunjukkan bahwa manusia telah kehilangan kesadaran moralitasnya. Oleh karena 
itu, seba kriminal yang dilakukan mengganggu kedamaian dan ketentraman 
masyarakat akan dianggap sebagai kejahatan terhadap Allah, Sang Pencipta. 
Sebagaimana diketahui, masyarakat tidak berhak zalim pribadi anggotanya jika 
kepentingan individu itu tidak menimbulkan ancaman terhadap hak-hak orang lain 
ataupun masyarakat.3 
  Islam memandang tindakan pembunuhan sebagai perbuatan yang pantas 
mendapat hukuman yang setimpal. Sebab, akibatnya akan lebih jauh dari perbuatan 
tersebut tidak hanya merugikan si korban (al-majna ‘alaih), tapi juga terhadap 
                                                          
3Abdur Rahman I Doi, Tindak Pidana dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta,1992), h. 3. 
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masyarakat-masayarakat (al-mujtama’). Bahkan Allah Swt. menyatakan bahwa 
membunuh satu orang saja sama dengan membunuh semua manusia. 
  Dalam kasus pembunuhan berencana, yang merupakan tindakan kejahatan 
yang mengancam eksistensi jiwa dan nyawa seseorang. Tindakan tersebut merupakan 
tindakan kejahatan yang bisa mengguncang stabilitas keamanan terhadap jiwa dan 
nyawa masyarakat. Oleh karena itu, Al-Qur’an melarang keras tindakan kejahatan 
tersebut dan menegaskan ancaman hukuman secara rinci dan berat atas diri 
pelanggarnya.4 Dalam kejahatan tersebut bukan hanya dilakukan seseorang saja tetapi 
banyak dilakukan oleh lebih dari seseorang, ada yang merencanakan, ada yang 
menyuruh, ada yang melakukan langsung atau yang lainnya, baik terlibat langsung 
maupun tidak langsung. Dalam Al-Qur’an QS. Al-Maidah/5 : 2   
                              
                             
                       
                                   
 
Terjemahnya :  
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) 
binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) 
mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan 
ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) 
kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari 
Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-
menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan 
                                                          
4Muhammad Amin Suma dkk, Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan 
(Cet:1 Jakarta: PustakaF irdaus, 2001), h. 108. 
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tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu 
kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.5 
 
Allah Swt. menegaskan untuk melarang umat manusia untuk saling tolong 
menolong dalam hal kejahatan. Orang-orang yang terlibat dalam kerja sama untuk 
mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda antara 
satu dengan yang lain, dan dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing 
itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian eratnya, di mana perbuatan yang satu 
menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu tujuan yaitu 
terwujudnya tindak pidana. Perampasan nyawa orang lain merupakan tindak pidana 
yang mengambil kebebasan seseorang untuk hidup. 
Perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara 
perseorangan dan adakalanya secara berkelompok. Turut serta melakukan jarimah 
adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melalui kesepakatan atau 
kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan maupun keluasan. 
Antara pembuat langsung dan pembuat tidak langsung tidak ada perbedaan 
dalam hal hukuman dan sanksi. Kedua pelaku langsung dan tidak langsung sama-
sama dianggap telah melakukan tindak pidana. Dalam kasus hukum ada yang disebut 
dengan otak dari peristiwa atau intelektual Dader. Menurut Imam Malik, pembuat 
dikenai hukuman kisas (dalam hal pembunuhan) atau dikenai hukuman lebih berat 
atau mungkin sama beratnya dalam jarimah. 
                                                          
5Departemen Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 2013),h. 106. 
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Latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana 
tindak pidana pembunuhan berencana dan bagaimana hukuman terhadap intelektual 
Dader (tindak pidana) pada pembunuhan berencana yang ditulis dalam skripsi ini.  
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka persoalan pokok yang menjadi 
kajian utama dalam penelitian ini tentang Intelektual Dader dalam Kasus 
Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Kemudian akan 
dirumuskan dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:  
1. Bagaimana esensi Intelektual Dader ? 
2. Bagaimana hukum dan sanksi pidana dalam hukum positif dan hukum islam 
terhadap intelektual Dader dalam kasus pembunuhan berencana ? 
 
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
Adapun judul penelitian ini adalah Intelektual Dader dalam Kasus 
Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. Agar tidak 
terjadi salah penafsiran terhadap judul yang dimaksud, maka dijelaskan beberapa 
variabel sebagai berikut. 
Adapun yang dimaksud dengan intelektual adalah cerdas, berakal , dan 
berfikiran jernih berdasarkan ilmu pengetahuan. Dader atau pembuat ialah setiap 
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orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik, 
mereka yang tersebut dalam Pasal 55 KUHP disamakan dengan pembuat6. 
Sedangkan yang dimaksud dengan intelektual Dader adalah orang yang 
mempunyai kecerdasan dalam hal ilmu pengetahuan dan mempunyai wawasan yang 
luas tetapi dia menggunakan kecerdasannya dengan melakukan kejahatan yang 
memenuhi rumusan delik dalam KUHP. 
Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh 
orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan 
karena berpisahnya roh dengan jasad korban.7 Sedangkan pembunuhan berencana 
atau disengaja adalah perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja 
atau disebut dengan qathlul amdi . 
Hukum positif ialah hukum yang sedang berjalan atau berlaku saat ini pada 
suatu negara. Pada setiap negara pasti mempunyai peraturan mengenai hukum untuk 
menangani segala hal kepentingan yang mencakup status agama, masyarakat, suku 
bangsa, serta kebudayaan negara. Seperti halnya di Indonesia yang menerapkan 
hukum KUHP pidana dan perdata. 
 Dalam kamus hukum dijelaskan, bahwa Hukum Islam ialah peraturan-
peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan al-
Qur’an. Sedangkan menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Hukum Islam adalah bagian 
dari ilmu fikih. Karena ilmu fikih merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat luas 
                                                          
6Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah (Cet.I Bandung: 
Pustaka Setia, 2013),h. 218. 
7Mustofa Hasan, Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah  h. 273. 
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pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis Hukum Islam dalam 
mengatur kehidupan untuk keperluan seseorang, golongan, dan masyarakat secara 
umum.8 
 Dengan demikian dari defenisi operasional variabel dan ruang lingkup 
penelitian di atas maka yang dimaksud dengan intelektual Dader dalam kasus 
pembunuhan berencana perspektif hukum positif dan hukum Islam adalah orang yang 
memiliki kecerdasan dalam hal ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas tetapi dia 
menggunakannya dalam hal pembunuhan yang di sengaja atau direncanakan dan dia 
memenuhi rumusan delik yang terdapat dalam KUHP dan hukum Islam. Serta barang 
siapa yang melakukan tindakan yang melanggar berdasarkan hukum positif (KUHP) 
dan Hukum Islam maka akan diberikan hukuman seberat-beratnya. 
 
D. Kajian Pustaka 
Setelah dilakukan penelusuran tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa 
dengan pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini, artinya masalah ini belum 
pernah diteliti sebelumnya. 
Adami Chazawi dalam bukunya Pelajaran Hukum Pidana 3, buku ini 
menjelaskan bahwa perumusan pasal 55 ayat (1) KUHP Pembuat dalam pengertian 
Dader, telah jelas ialah pembuat tunggal, ialah melakukan tindak pidana secara 
pribadi , artinya tidak ada orang lain yang terlibat serta baik secara fisik (obyektif) 
                                                          
8Supardin, Materi Hukum Islam (Cet. I: Makassar: Alauddin University Press, 2011), h. 23. 
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maupun psykis (subyektif). Syaratnya ialah perbuatannya telah memenuhi semua 
unsur tindak pidana yang dirumuskan Undang-undang. Pengertian pembuat seperti 
inilah yang dimaksud “barangsiapa” pada setiap permulaan rumusan tindak pidana.9  
Rahmat Hakim dalam bukunya Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah), 
menjelaskan bahwa Turut Serta Melakukan jarimah adalah melakukan jarimah secara 
bersama-sama, baik melakukan kesepakatan, atau kebetulan, menghasut, menyuruh 
orang lain, memberi bantuan atau keluasan dengan berbagai bentuk.10 
Frans Maramis dalam bukunya Hukum Pidana Umum dan Tertulis di 
Indonesia, buku ini menjelaskan bahwa  menurut pasal 55 KUHPid, Pembuat atau 
Dader terdiri atas melakukan (plegen), menyuruh melakukan (doen plegen), turut 
serta melakukan (medeplegen), dan menganjurkan melakukan (uitlokken). 
Hamzah Hasan dalam bukunya Hukum Pidana Islam I, buku ini menjelaskan 
bahwa Turut berbuat tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tindak 
pidana (jarimah) sendirian atau bersama-sama dengan orang lain.11 
Dengan demikian berdasarkan kajian pustaka Di atas, tidak ditemukan 
persamaan judul antara intelektual Dader dalam kasus pembunuhan berencana 
perspektif hukum positif dan hukum Islam dengan referensi-referensi yang telah 
                                                          
9Chazawi Adami, Pelajaran Hukum Pidana (Cet.I: Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada, 2002), 
h.81. 
10Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I (Cet. I : Makassar :Alauddin University Press:2014), 
h.154. 
11Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 154. 
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diangkat di atas, juga tidak ditemukan hasil penelitian yang serupa dengan masalah 
yang diangkat dalam penelitian ini. 
E. Metodologi penelitian 
Untuk mendapatkan kajian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, 
maka dalam menelaah data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan 
dalam skripsi nanti maka peneliti akan menempuh metode sebagai berikut: 
1. Jenis penelitian 
Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriftif. 
Kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang mengambil sumber data dari buku-buku 
perpustakaan (library research). Secara definitif, library research adalah penelitian 
yang dilakukan di perpustakaan dan peneliti berhadapan dengan berbagai macam 
literatur sesuai tujuan dan masalah yang sedang dipertanyakan. Sedangkan deskriptif 
adalah mendeskripsikan dan melukiskan realita sosial yang kompleks atau 
menggambarkan apa adanya suatu tema yang akan dipaparkan.12 
Penelitian ini berupa telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah 
yang pada dasarnya bertumpu pada penelaan kritis dan mendalam terhadap bahan-
bahan pustaka yang relevan. Telaah pustaka semacam ini biasanya dilakukan dengan 
mengumpulkan data informasi dari beberapa sumber data yang kemudian disajikan 
dengan cara baru dan untuk keperluan baru. 
                                                          
12Ida Bagoes Mantra, Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2007), h. 40. 
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Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang 
intelektual Dader dalam kasus pembunuhan berencana perspektif hukum positif dan 
hukum Islam dengan bermacam-macam materi yang terdapat di perpustakaan, seperti 
buku, majalah, dokumen, catatan dan lainnya. 
2. Metode pendekatan  
Dalam rangka menemukan jawaban terhadap penelitian tentang intelektual 
Dader dalam kasus pembunuhan berencana perspektif hukum positif dan hukum 
Islam. Maka peneliti menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut: 
a. Pendekatan yuridis 
Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk menafsirkan 
beberapa data yang memuat tinjauan hukum, terutama dalam Hukum 
Positif. 
b. Pendekatan syari’i 
Pendekatan ini adalah pendekatan hukum (syari’i), yakni menjelaskan 
hukum yang berhubungan dengan Hukum Islam serta pendekatan yang 
dilakukan dengan jalan mempelajari dan menelaah ayat Al-Qur’an yang 
berkaitan dengan masalah yang diteliti. 
3. Sumber data 
Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya ke 
dalam penelitian perpustakaan (library research), maka sudah dapat dipastikan bahwa 
data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh 
12 
 
dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang 
bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder. 
a. Data primer 
Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah sumber data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan 
sendiri oleh peneliti. 
b. Data sekunder 
Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 
misalnya melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang 
dikumpulkan oleh orang lain.13 
4. Metode pengumpulan data 
Dalam metode pengumpulan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu: 
a. Kutipan langsung, yaitu peneliti mengutip pendapat atau tulisan orang 
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa berubah. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu mengutip pendapat orang lain dengan cara 
memformulasikan dalam susunan redaksi yang baru. 
5. Metode pengolahan data dan analisis 
Metode pengolahan data nanti teknik yang akan digunakan yaitu: 
a. Metode komparatif yaitu, digunakan untuk membandingkan beberapa 
data. 
                                                          
13Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV. Rajawali, 1983), h. 93. 
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b. Metode induktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum. 
c. Metode deduktif yaitu, digunakan untuk mengolah data dan fakta yang 
bersifat umum lalu menarik kesimpulan.14 
F. Tujuan dan kegunaan penelitian 
1. Tujuan penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk  mengetahui informasi dan pengetahuan tentang Intelektual Dader. 
b. Untuk mengetahui hukum dan sanksi pidana dalam hukum positif dan 
hukum Islam terhadap Intelektual Dader dalam kasus pembunuhan 
berencana.  
2. Kegunaan penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut : 
a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang Intelektual Dader 
dalam kasus pembunuhan berencana. 
b. Untuk mengetahui hukum dan sanksi pidana dalam hukum positif dan 
hukum Islam terhadap Intelektual Dader dalam kasus pembunuhan 
berencana. 
                                                          






TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA 
 
A. Pengertian Tindak Pidana 
Kata “Tindak Pidana” merupakan terjemahan dari “strafbarrfeit”. Perkataan 
“feit” berarti sebagian dari kenyataan atau “eengedeeltevan werkwlijkheid”, 
sedangkan “strafbaar” berarti dapat dihukum. Sehingga secara harafiah strafbaar feit 
dapat diterjemahkan sebagai bagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.1 
Menurut Pompe perkataan strafbaar feit secara teoritis dapat dirumuskan 
sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan 
sengaja ataupun tidak dengan senagaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana 
penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terjaminnya 
kepentingan umum.2 
Menurut Simons, “strafbaar feit” itu sebagai “tindakan melanggar 
hukumyang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh 
seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-
undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”.3 
                                                          
1P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. (Bandung: Sinar Baru, 1990) h. 
181. 
2P. A. F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. h. 182. 
3P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 
1997), h. 182. 
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Menurut E. Utrecht “strafbaar feit” dengan istilah peristiwa pidana yang 
sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen 
positif atau suatu melalaikan natalen negatif, maupun akibatnya (keadaan yang 
ditimbulkan karena perbuatan atau melalikan itu).4 
Menurut Hermien Hadiati Koeswadji sebagaimana dikutip oleh A. Fuad Usfa 
dan Tongat, Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan 
istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “strafbaarfeit”.5 
Kata “strafbaarfeit” diartikan lebih khusus oleh Evi Hartanti, yaitu dalam 
bahasa Belanda, strafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu strafbaar dan 
feit. Kata feit dalam bahasa Belanda diartikan sebagai dari kenyataan, sedang 
strafbaar berarti dapat dihukum, sehingga secara harafiah, kata strafbaarfeit berarti 
sebagai dari kenyataab yang dapat dihukum.6 
Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang 
memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 
dua macam yaitu : 
a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke 
dalamnnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya 
                                                          
4Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar (Bandung: PT Refika Aditama: 
2011). h. 98. 
5Fuad Usfa dan Tongat.. Pengantar Hukum Pidana. (Malang: UMM Press : 2004). h. 31. 
6Evi Hartanti,Tindak Pidana Korupsi. (Jakarta. Sinar Grafika : 2007).h. 5. 
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b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang 
ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-
keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.7 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah 
perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan 
sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan 
pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 
kepentingan umum. 
Pengertian Tindak Pidana (strafbaafeit/delict/criminal art) yang selama ini 
dikembangkan oleh doktrin, dirumuskan secara tegas dalam RUU. Pasal 11 ayat (1) 
menetapkan bahwa :”Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak 
melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai 
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”. Ketentuan ini menegaskan 
apa yang telah dirumuskan dalam doktrin Hukum Pidana salah satunya penggolongan 
delik atas delik sengaja (dolus) dan delik kealpaan (culpa), yakni tidak melakukan 
suatu tindakan yang merupakan kewajiban hukum pelaku untuk berbuat, tindakan 
tidak berbuat tersebut merupakan tindak pidana (culpos delicten).8 
 
 
                                                          
7Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana. (Jakarta : Rineka Cipta. 1993),h. 69. 




B. Pembagian Tindak Pidana 
Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar 
tertentu, antara lain sebagai berikut :9 
a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain 
kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat 
dalamBuku III. Pembagian tindak pidana menajdi “kejahatan” dan 
“pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP 
menajdi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi 
seluruh sistem hukum pidana didalam perundang-undangan secara 
keseluruhan. 
b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (Formeel 
Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana 
formil adalah tibdak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang 
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 
KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti 
larangannya adalah ada pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena 
itu siapa yang meninbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggung jawabkan dan dipidana. 
c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak 
pidana sengaja (Dolus delicten ) dan tindak pidana tidak sengaja (Culpose 
                                                          
9Moeljatno. Azas-Azas Hukum Pidana.. h. 47. 
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delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam 
KUHP antara lain : Pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan berencana. 
d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan 
aktif juga disebut perbuatan materiil adalah perbuatan untuk 
mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang 
berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 
KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu : 
1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara 
formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya 
berupa pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304 dan 552 KUHP. 
2. Tindak pidana tidak murniadalah tindak pidanayang pada dasarnya 
berupa tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi 
dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung 
unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 
dalam Pasal 338 KUHP tentang ibu yang tidak menyusui bayinya 
sehingga bayi tersebut meninggal. 
Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak 
pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak 
pidana formil dan tindak pidana materiil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana 





C. Pembagian Tindak Pidana Islam 
Tindak pidana (Jarimah) adalah perbuatan yang dilarang yang dapat dijatuhi 
hukuman. Terlepas dari pembagian jarimah (tindak pidana) tersebut mayoritas ulama 
sepakat bahwa penggolongan jarimah yang umum dibahas berdasarkan berat 
ringannya hukuman atau ada atau tidak adanya nash al-quran dan sunnah di bagi 
kepada tiga bagian : 
a. Tindak Pidana (Jarimah) Hudud 
Islam agama dan jalan hidup yang berdasarkan pada firman Allah yang 
bermaktub dalam al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Muhammad saw. Setiap orang 
Islam berkewajiban untuk bertingkah laku dalam seluruh hidupnya sesuai dengan 
ketentuan-ketentuan al-Qur’an dan Sunnah. 
Kata hudud merupakan kata jamak (plural) dari kata hadd yang berarti batas. 
Secara etimologis, hudud berarti larangan. Adapun secara terminologis, hudud adalah 
hukuman yang telah ditentukan dan ditetapkan Allah SWT di dalam Al-Qur’an atau 
hadist. Hukuman hudud ii adalah hak Allah, yang tidak boleh ditukar atau diganti 
hukumannyaa dan tidak boleh diubah. Hukuman hudud tidak boleh dimaafkan oleh 
siapapun. Mereka yang melanggar aturan-aturan hukum Allah, yang telah ditentukan 
dan ditetapkan Allah/Rasul-Nya yang disebutkan di dalam Al-Qur’an/Hadist adalah 
termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim.  
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Kata hudud dalam al-Qur’an ditemukan sebanyak 14 kali,10 istilah hudud 
dalam al-Qur’an tersebut tidak lagi dipahami sebagai sebuah konsep hukum yang 
kejam dan tidak berprikemanusiaan. Selama ini hukum pidana Islam sering mendapat 
tudingan sebagai hukum yang out of date dan dehumanis.11 
Kata hudud berakar dari huruf-huruf ha (ح) dan (د) yang secara etimologis 
bermakna yang dilarang, dan tepi sesuatu, atau pinggiran-pinggiran yang membuat 
berbeda dengan lainnya. Dalam bahasa Indonesia kata tersebut diartikan memberi 
batas, membedakan, memisahkan, mencegah, menghindarkan dan menjatuhkan 
hukuman. Kata kerja tersebut berkonotasi perbuatan atau melakukan suatu perbuatan 
yang menentang. Dalam QS. al-Mujādalah/58 : 22  
                       
                      
                   
     
Terjemahnya : 
Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, 
saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-
Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-
                                                          
10Muhammad Fuad Abd. Baqi, al-Mu‟jam al-Mufahras li-al-Fadzi al-Qur‟an al-Karim (Cet. 
I;Beirut : Dar al-Fikr, 1987), h.195. 




saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah 
menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan 
pertolongan yang datang dari pada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam 
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. 
Allah ridha terhadap mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan 
rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya 
hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.12 
Kata hudud juga berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara 
sesuatu dengan yang lainnya.13 Dalam pengertian ini termasuk juga dinding rumah 
atau batas-batas tanah disebut juga hudud. Secara bahasa hadd adalah cegahan. 
Hukuman-hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kemaksiatan disebut 
hudud, karena hukuman tersebut dimaksudkan untuk mencegah orang yang dikenai 
hukuman itu tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dia dihukum. 
Ibnu Faris bahwa yang dimaksud hudud adalah pemisah antara dua hal.14 Jadi 
hudud adalah pemisah atau pembatas yang tidak boleh dilewati, sebab kalau dilewati 
dikategorikan melanggar, maka akbiatnya akan dikenai hukuman. Abu bakar Jabir al-
Jurzany menyebut Hudud adalah larangan Allah yang diperintahkan kepada manusia 
memelihara diri dan tidak boleh mendekatinya.15 
b. Tindak Pidana (Jarimah) Kisas 
Menurut, Kamus Munawwir, secara bahasa kisas adalah turunan dari kata 
qashsha yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejak), dan 
                                                          
12Kementrian Agama R.I, Al-Qur‟an Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 2014), h. 545. 
13Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, diterjemahkan oleh Muhammad Nabhan Husein dengan judul 
Fiikih Sunnah (Bandung : Pt. Al-Ma’arif, 1984), h.8. 
14Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Jakaria, Mu‟jam Maqayis Fi al-Lughah, h. 239. 
15Abubakar Jabir al-Jurzani, Minhaj al Muslim Kitab wa Akhlak wa Ibadah wa Muamalah 
(Cet. VIII; Al-Madinatul al-Munawarah : tp. 1976), h. 453. 
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membalas. Adapun menurut istilah sebagaimana menurt Ibnu Manzur dalam Lisna al-
Arab adalah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindakan 
yang dilakukan seperti halnya membunuh dibalas dengan membunuh. Kalau al-
Dhahar menjelaskan kisas dengan menghukum pelaku kriminal yang melakukan 
dengan sengaja, seperti pembunuhan, motong anggota tubuh, dengan hukuman yang 
sama pula engan perbuatannya.16 
Tindak pidana kisas diyat adalah tindak pidana yang berkaitan dengan 
pelanggaran terhadap jiwa atau anggota tubuh seseorang yaitu membunuh atau 
melukai seseorang. Jarimah kisas diyat ini hukumannya bersifat terbatas, tidak 
memiliki batas terendah dan tertinggi, sebagaimana yang berlaku pada jarimah 
hudud.  Disamping itu jarimah ini merupakan hak perseorangan. Yang dimaksud hak 
individu di sini pihak korban bisa menggugurkan hukuman kisas baik melalui 
pemaafan tanpa ganti rugi maupun dengan pemaafan dengan ganti rugi, karena hak 
kisas atau diyat merupakan hak pribadi korban, maka hak itu dapat diwarisi oleh ahli 
warisnya.17 
Secara bahasa, kisas merupakan kata turunan dari qashsha-yaqushshu wa 
qashashan yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti 
(jejaknya), dan membalas. Kisas berasal dari kata qashsha yang berarti memotong 
juga berasal dari kata aqtashsha yang berarti mengikutti, yakni megikuti perbuatan 
                                                          
16Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, (Cet. I; Jakarta : 
Prenadamedia Group, 2016), h.2. 




dilakukan oleh pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama oleh 
pelaku untuk pembalasan dengan jenis dan ukuran yang sama dari tindak pidana itu. 
Sementara menurut Qaljubi memahamkan kisas dengan hukum bunuh atau qawad.18 
Ketentuan hukum mnegenai kisas jiwa terdapat dalam QS. Al-Baqarah/2 :178; 
                        
                        
       
Terjemahnya : 
Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishshash berkenaan 
dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dangan orang yang merdeka, 
hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang 
medapat suatu pemaafan dari saudranya, hendaklah (yang memaafkan) 
mnegikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar 
(diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara baik pula. Yang demikian itu 
adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang 
melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.19 
 Ayat tersebut berbicara tentang konsep hukuman kisas pelaku kejahatan 
pembunuhan dengan sengaja dan pihak keluarga korban tidak memaafkan pelaku. 
Kalau keluarga korban memaafkan pelaku, maka sanksi kisas tidak berlaku dan 
berpindah ke hukuman diyat. 
Tindak pidana kisas diyat ini terdiri ada 5 macam : 
1. Pembunuhan yang disegaja (al-qathl „amdi) 
                                                          
18Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta : Bulan 
Bintang, 1970), h. 275. 
19Kementrian Agama R.I, Al-Qur‟an Terjemahnya, h. 27. 
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2. Pembunuhan yang menyerupai disengaja (al-qathlul syibhul „amdi) 
3. Pembunuhan tersalah (al-qathlul khatha‟) 
4. Penganiayaan yang disengaja (al-Jinayah „ala ma dunan nafsi „amdi) 
5. Penganiayaan tersalah (al-Jinayah „ala ma dunan nafsi khata‟)20 
c. Tindak Pidana (Jarimah) Diyat 
Kata diyat secara etimologi berasal dari kata wada- yadi- wadayan-diayatan 
yang artinya mengalir. Akan tetapi, jika yang digunakan adalah kata mashdar (diyat) 
berati membayar harta tebusan yang diberi kepada korban atau wali dengan sebab 
tindak pidana penganiayaan. Secara terminologi, syariatnya dalah harta itu wajib 
dibayar dan diberikan oleh pelaku jinayat terhadap korban atau perwakilannya 
sebagai ganti rugi, yang disebabkan oleh pelaku kepada korban tersebut.21 
Diyat adalah bentuk plural, bentuk singulernya adalah diyah ialah kata isim 
dalam bentuk masdar berasal dari kata wada, timbangan dari kata diyah ialah fi‟lah 
sama dengan kata iddah yang berasal dari kata wa‟ada. Sarbini Chatib seperti yang 
dikutip Haliman adalah harta yang wajib oleh karena kejahatan atas orang merdeka 
mengenai jiwa ataupun lainnya.22 Menurut Abdul Qadir Audah Diyat adalah 
hukuman pengganti pertama dari hukuman kisas. Jika kisas terhalang karena berbagai 
                                                          
20Tim Penyusun, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, jilid I, h. 100. 
21Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, h.3. 
22Haliman, Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah (Jakarta : Bulan 
Bintang, 1970), h. 309. 




sebab yang menghalangi atau gugur, karena bermacam-macam sebab yang 
menggugurkan, diyat menjadi wajib selama pelaku tidak dimaafkan.23 
Dasar hukum wajibnya diyat adalah firman Allah QS. an-Nisa’/4:92  
                       
               
                   
                    
Terjemahnya: 
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja)0, dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (yang 
terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 
terbunuh) maka kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperoleh, maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Allah 
Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.24 
Diyat adalah pembunuhan sengaja itu bukan hukuman pokok melainkan 
hukuman pengganti qishash bila qishash itu dapat dilaksanakan atau dihapus dengan 
sebab-sebab yang telah disebut di muka.25 
d. Tindak Pidana (Jarimah) Takzir 
                                                          
 
24Kementrian Agama R.I, Al-Qur‟an Terjemahnya, h.93. 
25Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h.132. 
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Ta‟zir secara etimologis berarti menolak atau mencegah. Hukuman tersebut 
bertujuan mencegah yang bersangkutan mengulangi kembali perbuatannya dan 
menimbulkan kejeraan kepada pelaku. Dalam Fiqh Jinayah, pengertian ta‟zir adalah 
bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara’ dan 
penentuan hukumnya menjadi kekuasaan hakim.26 
Ta‟zir adalah jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yangbersifat 
pilihan dan besarannya dalam batas tinggi atau terendah. Menurut al-Mawardi dalam 
kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah, ta‟zir merupakan pengajaran kepada pelaku dosas-
dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya, ta‟zir sama dengan hudud, yaitu 
sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan 
ancaman yang berbeda jenisnya sesuai dengan dosa yang dikerjakan.27 
Ciri –ciri yang mutlak terdapat pda jarimah ta‟zir adalah sebagai berikut : 
1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus, sperti pada jarimah hudud 
dan qishash diyat. Artinya, setiap jarimah ta‟zir tidak memerlukan 
ketentuan khusus, karena nash hukumnnya tidak ada, samar, atau 
diperdebatkan; 
2. Bentuk perbuatan dapat merugikan orang lain, artinya disesalkan; 
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang hakim; 
                                                          
26Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah (Cet.I Bandung: 
Pustaka Setia, 2013),h. 593. 
27Zulkarnain Lubis, Bakti Ritonga, Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah, h.4. 
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4. Jenis sanksinya bervariasi.28 
 Dalam praktik penjatuhan hukuman, hukuman ta‟zir terkadang dijatuhkan 
sebagai hukuman tambahan yang menyertai hukuman pokok bagi jarimah hudud atau 
qishash diyat, yang dalam sidang pengadilan dianggap perlu untuk dijatuhkan. 
Disamping hukuman ini, dapat pula  dikenakan bagi jarimah hudud dan qishash 
diyat yang karena suatu sebab tidak dapat dijatuhkan kepada pelaku, atau karena 
adanya syubhat, baik dala diri pelaku, korban maupun tempat. Dalam hal ini, 
keberadaan sanksi ta‟zir menempati hukuman pengganti hudud atau qishash diyat.29 
Hukuman ta‟zir bertujuan memberikan pelajaran bagi pelaku. Di pondok 
pesantren sudah lama diberlakukan ta‟zir untuk santri yang melanggar peraturan 
pondok pesantren, misalnya santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah 
dihukum dengan cara menjaga masjid dua malam berturut-turut. Santri yang 
terlambat masuk kelas, di-ta‟zir dengan cara menghafal Al-Qur’an surat-surat 
tertentu.30 
 
D. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Unsur mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-
syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang 
dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat 
                                                          
28Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 594. 
29Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 595. 
30Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 596. 
28 
 
tindak pidana (strafbaarfeit). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana 
hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana 
tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian pertama (unsur) ialah lebih luas 
dari pada kedua (unsur), misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana 
pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.31 
Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya 
dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif 
dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur 
yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan 
termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. 
Sedangkan yang dimaksud dengan unsur “obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari 
si pelaku itu harus dilakukan.32 
Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah : 
a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus); 
b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti 
dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) KUHP; 
c. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat pada 
kejahatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuaan 
dan lain-lain; 
                                                          
31Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat (Bandung: Sinar Baru), h. 43. 
32Lamintang, Hukum Acara Pidana Indonesia (Bandung : Tarsito,1984),h. 183. 
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d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti 
pembunuhan Pasal 340 KUHP 
e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat didalam 
rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. 
Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah : 
a. Sifat melanggar hukum; 
b. Kualitas pelaku; 
c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesatu tindakan sebagai penyebab 
dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.33 
Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit) ada 
beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana 
menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis.  
Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu : 
a. D.Simons, sebagai menganut pandangan monistis. Simons mengatakan 
bahwa pengertian tindak pidana (strafbaarfeit) adalah “Een strafbaar 
gestelde, onrechtmatige, met schuld verband stande handeling van een 
toerekeningvatbaar persoon”. 
Atas dasar pandangan tentang tindak pidana menurut Simons adalah : 
                                                          
33Lamintang,, Hukum Acara Pidana Indonesia h. 184. 
30 
 
1. Perbuatan manusia (postif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau 
membiarkan); 
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld); 
3. Melawan hukum (onrechmatig); 
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staad); 
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsyatbaar 
persoon).34 
b. Van Hamel, menyatakan Strafbaarfeit adalah een weterlijk omschre en 
mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te 
witjen. Jadi menurut Van Hamel unsur-unsur tindak pidana adalah : 
1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang; 
2. Bersifat melawan hukum; 
3. Dilakukan dengan kesalahan dan  
4. Patut dipidana.35 
c. E. Mezger, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk 
adanya pidana, dengan demikian unsur-unsurnya yaitu : 
1. Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan); 
2. Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat 
subyektif); 
3. Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang; 
                                                          
34Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,h. 32. 
35Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, h. 33. 
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4. Diancam dengan pidana. 
d. J. Baumman, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah 
perbuatan yang memenuhi rumusan delik : 
1. Bersifat melawan hukum; 
2. Dilakukan dengan kesalahan.36 
Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan 
bahwa tidak adanya pemisahan antara criminal act dan criminal responsibilit. Lebih 
lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurutpendapat para sarjana dualistis 
adalah sebagai berikut : 
a. H.B. Vos, menyebutkan Strafbaarfeit hanya berunsurkan : 
1. Kelakuan manusia; 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Dalam peraturan perundang-undangan.37 
b. W.P.J. Pompe, menyatakan : menurut hukum positif strafbaarfeit adalah 
tidak lain dari feit yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, 
jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, 
dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. 
                                                          
36Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,h. 34 
37Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, (Cet. I; PT. Raja Grapindo Jakarta : 2007), h.80. 
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c. Moeljatno, memberikan arti tentang strafbaarfeit, yaitu sebagai perbuatan 
yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. 
Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur : 
1. Perbuatan (manusia); 
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum) dan 
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum).38 
Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada 
pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.39 
Menurut Sudarto, baik aliran monistis maupun dualistis tidak mempunyai 
perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut 
pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar tidak 
terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang 
yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang 
berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena 
masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si 
pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang 
diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.40 
                                                          
38Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, h. 79. 
39Sudarto,Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat,  h. 27. 
40Sudarto,Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. h. 28. 
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Walaupun banyak perbedaan tentang unsur-unsur tindak pidana, namun pada 
hakekatnya sama, yaitu : tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai 
perbuatannya dengan unsur yang mengeani diri orangnya. 
E. Bentuk dan Pertanggungjawaban Pidana 
a. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana 
Perbuatan jarimah atau tindak pidana adakalanya dilakukan secara 
perseorangan dan adakalanya dilakukan secara berkelompok. Turut serta melakukan 
jarimah adalah melakukan jarimah secara bersama-sama, baik melakukan 
kesepakatan atau kebetulan, menghasut, menyuruh orang lain, memberi bantuan 
maupun keluasan.41 
Ada beberapa istilah dalam hukum pidana mengenai turut serta berbuat tindak 
pidana, yaitu :42 
1. Turut campur; 
2. Turut berbuat delik; 
3. Turut serta 
4. Deelneming (Belanda), complicity (Inggris), participation (Prancis); 
5. Penanggung jawab pidana. 
Dalam hukum pidana di Indonesia (KUHP), pembagian penyertaan terdiri 
atas: 
                                                          
41Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h.17. 
42Fernandes Raja Saor, http://raja1987.blogspot.com/2008/09/penyertaan-pelaku-pleger-
menyuruh.html. (09 November 2018) 
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1. Pembuat atau dader (pasal 55) terdiri atas : 
a. Pelaku (pleger); 
b. Yang menyuruh melakukan (doenpleger) 
c. Yang turut serta (medepleger); 
d. Penganjur (uitlokker); 
e. Pembantu atau medeplichttige (pasal 56). 
 Pembuat adalah : 
a. Setiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi 
rumusan delik (Pompe, Hazewinkel Suringa, van Hattum, Mulyatno); 
b. Orang yang melakukan sesuai dengan rumusan delik (pembuat materiil), 
mereka yang tersebut dalam Pasal 55 disamakan dengan pembuat (H.R. 
Somins, van Hamel, Jonkers).43 
2. Tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dapat dilihat dalam 
KUHP: 
a. Pasal 44; 
b. Pasal 48; 
c. Pasal 50; 
d. Pasal 51 ayat (2); 
e. Keliru atas salah satu unsur delik; 
f. Avas; 
                                                          
43Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 218. 
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Menurut Ahmad Hanafi, turut serta berbuat jarimah berada dalam empat 
kemungkinan: 
1. Pelaku melakukan jarimah bersama orang lain (mengambil bagian dalam 
melaksanakan jarimah). Artinya, secara kebetulan melakukan bersama-
sama; 
2. Pelaku mengadakan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan 
jarimah; 
3. Pelaku menghasut (menyuruh)orang lain untuk melakukan jarimah; 
4. Orang yang memberi bantuan atau kesempatan jarimah dengan berbagai 
cara, tanpa turut serta melakukannya. 
a. Turut Berbuat Langsung dalam Pidana Islam 
Pada dasarnya turut berbuat langsung terdapat apabila orang-orang yang 
berbuat jarimah dengan nyata lebih dari satu orang atau disebut mede daders. Turut 
berbuat langsung dapat terjadi, jika seseorang melakukan suatu perbuatan yang 
dipandang sebagai permulaan pelaksana jarimah. Dengan kata lain, apabila ia telah 
melakukan percobaan baik jarimah itu selesai dilakukan atau tidak, tidak akan 
mempengaruhi kedudukannya sebagai orang yang turut berbuat langsung. 
Pengaruhnya hanya terbatas pada besarnya hukuman, yakni apabila jarimah yang 
dilakukan telah selesai, sedangkan jarimah tersebut adalah jarimah had, maka 
pembuat dijatuhi hukuman had, dan jika jarimah tersebut tidak diselesaikan maka 
hukumannya hanya ta’zir. 
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Turut berbuat langsung dalam melakukan jarimah dinamai isytirak mubasyir, 
sedangkan pelakunya dinamakan syarik mubasyir. Turut berbuat langsung dalam 
pelaksanaannya terbagi dalam dua bentuk. Pertama, turut berbuat langsung secara 
tawafuq, artinya pelaku jarimah berbuat secara kebetulan. Kedua, turut berbuat 
langsung secara tamalu. Dalam hal ini, para peserta sama-sama menginginkan 
terjadinya jarimah dan sepakat untuk melaksanakannya. Akan tetapi, dalam 
pelaksanaan jarimah, setiap peserta melakukan fungsi masing-masing, seperti dalam 
kasus pembunuhan, beberapa orang yang bersepakat membunuh seseorang tidak 
membunuh (misalnya menusuk dengan pisau) secara bersamaan. Di antara mereka 
ada yang memegang, memukul, atau mengikat. Akan tetapi dalam hal 
pertanggungajwaban, mereka semua bertanggungjawab atas kematian korban.44 
b. Turut Serta Tidak Langsung 
 Turut serta tidak langsung menurut Ahmad Hanafi adalah sebagai berikut : 
1. Setiap orang yang mengadakan perjanjian dengan orang lain untuk 
melakukan perbuatan yang dapat dihukum; 
2. Menyuruh (menghasut) orang atau memberikan bantuan disertai 
kesengajaan dalam kesepakatan; 
3. Menyuruh serta memberi bantuan. 
 Menurut hukuman peserta berbuat tidak langsung, menurut hukum Islam 
adalah hukuman ta‟zir, sebab jarimah turut berbuat tidak langsung tidak ditentukan 
oleh syara’, baik bentuk maupun macam hukumnya. Jarimah yang ditentukan syara’ 
                                                          
44Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 226. 
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hanya jarimahhudud dan qishash diyat. Kedua bentuk jarimah tersebut hanya tertuju 
pada jarimah yang diperbuat secara langsung, bukan untuk kawan berbuatnya 
(pembuat tidak langsung). Perbuatan tidak langsung merupakan jarimah, sedangkan 
syubhat dalam hudud (jarimah hudud dan qishash diyat) menurut kaidah harus 
dihindari. Oleh karena itu, sanksi pelaku jarimah turut serta secara tidak langsung 
hukuman ta‟zir, bukan hudud atau qishash.45 
b. Pertanggungjawaban Pidana 
 Pertanggungjawaban pidana adalah kebebasan seseorang untuk melakukan 
atau tidak melakukan perbuatan. Termasuk dalam pertanggungjawabn pidana adalah 
akibat yang ditimbulkan dari berbuat atau tidak berbuat yang muncul atas kemauan 
sendiri karena pelaku telah menyadari konsekuensi perbuatannya.46 
Salah satu unsur jarimah adalah unsur moral sehingga pertanggungjawaban 
pidana harus meliputi tiga hal : 
1. Perbuatan yang dilarang; 
2. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat; 
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu. 
 Pertanggungjawaban pidana atau al-mas‟uliyyah al-jinaiyyah hanya ada jika 
ketiga hal tersebut ada di dalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus 
mukalaf. Pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya bagi individu, tetapi juga 
berlaku bagi badan hukum. Akan tetapi, karena badan hukum tidak berbuat secara 
                                                          
45Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam h.58. 
46Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah, h. 586. 
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langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya, pertanggungjawaban dikenakan 
kepada orang yang mewakili badan hukum tersebut.47 
Hukuman dimaksudkan sebagi upaya mewujudkan terciptanya ketertiban dan 
ketentraman masyarakat. Hukuman yang merupakan beban tanggungjawab pidana, 
dipikulkan kepada pembuta jarimah untuk terciptanya tujuan tersebut. Untuk itu 
harus ada kesesuaian antara hukuman sebagai beban dan kepentingan masyarakat. 
Untuk terciptanya tujuan tersebut hukuman harus : 
1. Memaksa seseorang untuk tidak mengulangi perbuatannya; 
2. Menghalangi keinginan orang lain untuk melakukan hal serupa, karena 
bayangan yang ditimbulkan atas hasil perbuatannya akan diterimanya 
sebagai sesuatu yang sangat merugikan dirinya; 
3. Sanksi yang diterima pembuat jarimah harus bersesuaian dengan hasil 
perbuatannya, artinya berkeadilan; 
4. Sanksi hendaknya merata tanpa pertimbangan yang menunjukkan derajat 
kemanusiaan, kaya, miskin, pejabat, dan orang biasa, disamping tidak 
rasialis, semuanya dianggap sama di mata hukum; 
5. Hukuman harus diterima pembuat jarimah, tidak berat dan tidak 
memberati, selain pembuat jarimah karena adanya pertalian geneokologis, 
kekeluargaan. Artinya, hanya bertanggung jawab sendiri atas apa yang 
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diperbuat tanpa membebani atau dibebani orang lain. Sesuai prinsip yang 
diajarkan Al-Qur’an dalam QS. Fatir/35 : 18  
                   
                    
  
Terjemahnya : 
Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika 
seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul 
bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikitpun, meskipun (yang dipanggilnya 
itu) kaum kerabat.48 
 
Besar kecilnya hukuman yang diberikan kepada pelaku jarimah, selain 
ditentukan oleh akibat yang ditimbulkan, juga ditentukan oleh hal-hal lain yang 
terdapat dalam diri pembuat tidak pidana. Karena perbuatan melawan adakalanya 
disepakati bersama-sama, langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, 
dan lain-lain. Adanya perbedaan bentuk-bentuk perlawanan terhadap hukum 
mengakibatkan adanya tingkatan dalam pertanggungjawaban. 
                                                          





INTELEKTUAL DADER DALAM HUKUM PIDANA 
 
A. Pengertian Intelektual Dader 
Secara harafiah pelaku intelektual (intelectual dader), merupakan pelaku 
tindak pidana secara umumnya tetapi dilakukan oleh kalangan profesi atau orang 
yang berpendidikan dan menggunakan intelektualnya dalam melakukan tindak 
pidana. Intelektual adalah orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, 
belajar, membayangkan, menggagas, atau menyoal dan menjawab persoalan tentang 
berbagai gagasan. Pelaku tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana. 
Pelaku tindak pidana merupakan orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara 
pidana. Tentang dapat dipertanggungjawabkan tersebut dibedakan antara 
ontoerekeningsvatbaarfheid dan ontorekeningsbaarheid. 
Ontoerekeningsvatbaarfheid adalah orang yang melakukan suatu perbuatan 
karena suatu hal tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya. Dalam 
hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan, dihubungkan dengan orangnya. 
Sedangkan ontorekeningsbaarheid adalah perbuatannya yang tidak dapat atau bisa 
untuk dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak dapat 
dipertanggungjawabkan kepada pelakunya. Dalam hal ini, tidak 
dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatannya.  
Pertanggungjawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana terbagi 




1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari 
pembuat. 
2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang 
berhubungan dengan kelakuannya, yaitu disengaja dan sikap kurang hati-
hati atau lalai. 
3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan 
pertanggungjawabn pidana bagi si pembuat. 
Berdasarkan hal tersebut, pelaku intelektual (intelectual dader) yang 
dimaksud adalah tindak pidana (mampu bertanggungjawab, adanya kesalahan, dan 
tidak ada alasan pemaaf/pembenar) yang dilakukan oleh kalangan profesi atau 
kalangan intelektual/pelajar.1 
Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barangsiapa yang 
melaksanakan semua unsur –unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut 
dirumuskan didalam undang-undang KUHP. 
Perkataan dader berasal dari bahasa pokok perkataan yaitu daad, yang dalam 
bahasa Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan hetdoen atau 
hendeling, yang dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan 
atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu daad itu disebut seorang dader 
dan orang yang melakukan suatu tindakan itu. Dalam bahasa Indonesia disebut 
sebagai pelaku. 
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Simons telah merumuskan pengertin dader : 
Pelaku suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan tindak pidana yang 
bersangkutan dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu 
ketidaksengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan 
suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undangatau telah melakukan 
tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-
undang atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur 
suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan 
unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif tanpa melakukan tindak pidana 
tersebut timbul dari dirinya sendiri atau timbulkan karena digerakkan oleh pihak 
ketiga. 
Menurut van Hamel, dader merupakan sesuatu yang memiliki tindak pidana 
yaitu dengan meihat bagaimana cara tindak pidana tersebut telah dirumuskan dalam 
undang-undang ataupun pada sifat dari tindakan yang oleh undang-undang telah 
dinayatakan sebagai tindakan yang terlarang. 
Menurut Lange Meijer, dader adalah orang yang telah menyuruh melakukan 
atau mereka yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak 
pidana sebagai pelaku dalam pengertian seperti yang dimaksud di atas, apabila 
mereka harus juga dipandang sebagai seorang pelaku, maka mereka itu harus pula 






B. Yang Melakukan Perbuatan (Pleger)  
 Pleger (pelaku) adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 
memenuhi rumusan delik, yaitu : 
a. Orang yang bertanggung jawab (peradilan Indonesia); 
b. Orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri 
keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang 
berlangsung (peradilan Belanda); 
c. Orang yang berkewajiban mengakhiri keadaan terlarang (Pompe). 
  Kedudukan pleger dalam Pasal 55 adalah orang-orang sebagai pembuat. Jadi, 
pleger masuk di dalamnya (Hazewinkel Suringa). Mereka yang bertanggung jawab 
adalah yang berkedudukan sebagai pembuat (Pompe). 
 Dalam KUHP Pasal 55 dijelaskan bahwa : 
(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan, kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan 
perbuatan. 
(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.2 
Dalam buku KUHP yang dikarang oleh R. Soesilo dijelaskan pula dalam Pasal 
55 tentang pleger (pelaku) : 
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Pasal 55 :  
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 
1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu; 
2.e  Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, 
atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan 
memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja 
membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (KUHP 163 bis, 263 
s ) 
(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2.e itu yang boleh 
dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja 
dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (KUHP 51,57-4,58) 
Penjelasan : 
Dalam Pasal 55 di atas menyatakan “peristiwa pidana”, merupakan kejahatan 
maupun pelanggaran. Yang dihukum sebagai orang yang melakukan dalam Pasal 55 
dapat   4 macam yaitu : 
1. Orang yang melakukan (pleger) 
2. Orang yang menyuruh melakukan (doen plegen) 
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) 
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai 
kekerasan, dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan 
perbuatan itu (uitlokker). 
Orang yang melakukan (pleger). Orang ini ialah seorang yang sendirian telah 




peristiwa pidana yang dilakukan dalam jabatan, misalnya orang itu harus memenuhi 
elemen sebagai status pegawai negeri.3 
Pelaku atau Pleger adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang 
memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan. 
Ia melakukan dengan tangannya sendiri atas sesuatu yang terjadi. Inilah yang tepat 
digambarkan dengan istilah tangan mencincang bahu memikul. Dapat saja ia 
menggunakan alat, tetapi alat itu hanyalah merupakan benda yang sepenuhnya dalam 
kendalinya. Termasuk binatang sekalipun, yang secara normal berada di bawah 
kendalinya.4 
C. Menyuruh Melakukan (Doen Pleger) 
Ajaran di dalam penyertaan ini disebut juga “middelijke daderschap” atau 
perbuatan dengan perantaran. Yang dimaksud dengan orang yang menyuruh 
melakukan adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delik, tetapi 
tidak melakukannya. Persyaratan yang penting dalam hal ini adalah bahwa orang 
yang disuruh haruslah orang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut 
hukum pidana.5 
 Doen Pleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan 
orang lain, sedangkan orang yang menjadi perantara hanya diumpamakan sebagai 
alat. Dalam doenpleger terdapat dua pihak, yaitu : (1) pelaku langsung atau yang 
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disuruh (onmiddelijke dader; auctor physicus; manus ministra); (2) pelaku tidak 
langsung atau yang menyuruh (middelijke dader; doenpleger, auctor 
intelectualis/moralis; manus domina). 
Doenpleger adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang 
lain, sedang perantara itu tidak apat diminta pertanggungjawaban di depan hukum 
pidana. Jikalau orang yang disuruh sama kedudukan hukumnya dengan orang yang 
menyuruh maka tidak dinamakan dengan menyuruh lakukan, tetapi disebut 
menganjurkan (uitloking).6 
Menyuruh melakukan (doenpleger) seseorang adalah menjadikannya sebagai 
alat. Orang yang dipakai sebagai alat tidak dapat dihukum karena ia tidak 
bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya dengan 
alasan : 
1. Orang itu tidak melakukan peristiwa pidana atau perbuatan yang 
dilakukannya tidak dapat dikualifikasi sebagai peristiwa pidana; 
2. Orang itu melakukan satu atau beberapa alasan yang menghilang 
kesalahan. 
  Tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana karena dalam perbuatan 
yang dilakukannya tidak ada salah satu atau beberapa unsur psikis subjektif, tidak ada 
“sengaja”, tidak ada “melawan hukum”, tidak adanya salah satu atau beberapa unsur 
subjektif lain peristiwa pidana yang bersangkutan mengakibatkan orang yang disuruh 
melakukan tidak bertanggung jawab menurut hukum pidana (Pasal 425 KUHP). 
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 Orang yang menyuruh melakukan mengambil prakarsa sendiri pula, tetapi 
berbeda dengan pembujuk karena ia mempergunakan seorang perantara yang tidak 
dapat dipidana guna mencapai tujuan. Kadang-kadang juga diungkapkan seperti 
berikut ini, orang yang “menyuruh melakukan” itu mempergunakan orang lain 
sebagai “alat tak berkehendak”. Tidak dapat dipidananya itu mungkin timbul dari 
ketidakmampuan bertanggung jawab sebagaimana Pasal 44 KUHP atau dari 
ketiadaan kesengajaan yang dipersyaratkan untuk si perantara. Ciri menyuruh 
melakukan asli, yakni mempergunakan orang lain (yang tidak mampu bertanggung 
jawab atau yang tidak tahu) seakan-akan sebagai alt tak berkehendak di tangannya 
sendiri untuk mencapai tujuan-tujuan jahat.7 
 Orang yang disuruh melakukan peristiwa pidana tidak dapat dihukum karena 
ada satu atau beberapa alasan yang menghilangkan kesalahan, yaitu sebagai berikut: 
1. Kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal; 
2. Diancam; 
3. Menjalankan “perintah jabatan yang diberikan oleh pimpinan yang tidak 
berhak” sedangkan ia “atas kepercayaannya”, memandang bahwa perintah 
itu seakan-akan diberikan oleh kuasa yang berhak dengan sah dan wajib 
menjalankan perintah itu; 
4. Tidak bersalah sama sekali 
5. Belum dewasa. 
                                                          
7D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, Hukum Pidana (Cet. I, Bandung: PT. CITRA 




Dengan demikian, syarat yang harus ada dalam doenpleger (orang yang 
menyuruh melakukan) adalah sebagai berikut : 
1. Alat yang dipakai adalah manusia; 
2. Alat tersebut berbuat; 
3. Alat tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan; 
4. Kehendak ada pada orang yang menyuruh; 
5. Alat melakukan apa yang dikehendaki oleh yang menyuruh; 
6. Yang menyuruh dapat dipertanggungjawabkan. 
D. Turut Serta Melakukan Perbuatan (Medepleger) 
Medepleger menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat 
mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta 
tindak pidana adalah sama.8  
Medepleger adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut 
mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang. Ini artinya mereka 
memenuhi semua rumusan delik, baik salah satumemenuhi semua rumusan delik 
maupun masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik. 
Turut melakukan (medepleger) adalah setiap orang yang sengaja “turut 
berbuat” dalam melakukan peristiwa pidana. Menurut Van Hamel, medepleger terjadi 
apabila perbuatan setiap peserta memuat semua unsur peristiwa pidana yang 
bersangkutan. Simons mengatakan bahwa orang yang turut melakukan adalah 
                                                          




pembuat (dader). Oleh karena itu, ia harus mempunyai semua kualitas yang dimiliki 
oleh seorang pembuat peristiwa pidana. 
Noyon mengatakan bahwa turut melakukan merupakan satu bentuk tersendiri 
dan khusus, yaitu yang turut melakukan tidak mempunyai salah satu di antara kualitas 
pada dirinya yang dapat menjadikannya sebagai seorang pelaku (Pasal 284). 
Hazewinkel Suringa menegaskan bahwa unsur-unsur untuk dapat mengatakan bahwa 
turut serta adalah turut melakukan, yaitu adanya kerja sama antara peserta yang 
disadari dan para peserta bersama telah melaksanakan. 
Dengan demikian, ada dua unsur untuk mengatakan bahwa bentuk turut serta 
adalah turut serta adalah turut melakukan, yaitu : 
1. Antara peserta ada satu kerja sama yang disadari; 
2. Para peserta bersama telah melaksanakan. 
Syaratnya adalah sebagai berikut : 
1. Adanya kerja sama secra sadar (bewuste samenwerking), yaitu adanya 
dilakukan untuk bekerja sama; 
2. Adanya kerja sama secara fisik (gezamenlijke uitvoering / physieke 
samenwerking) ditujukan pada hal yang dilarang oleh undang – undang. 
Kerja sama atau pelaksanaan bersama secara fisik, yaitu kerja sama yang 
erat dan langsung atas perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya 






E. Pembantu Kejahatan (Medeplichtige) 
Sifat perbuatannya accesoir, yaitu adanya pembantuan harus ada orang yang 
dibantu. Pertanggungjawabannya mandiri, yaitu antara pembantu dan pelaku tidak 
saling bergantung. Membantu (medeplichtige) sebagaimana terdapat pada Pasal 56 
KUHP adalah bahwa “dihukum sebagai orang yang membantu melakukan 
kejahatan”.  
Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis : 
a. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana 
pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan 
medeplegen (turut serta), namun pebedaannya terletak pada :9 
1. Pada pembantuan perbuatannya hanya bersifat membantu/ menunjang, 
sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan. 
2. Pada pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa 
diisyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan 
sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja 
melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai 
tujuan sendiri.  
3. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60 KUHP), 
sedangkan turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana. 
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4. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang 
bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut sert dipidana sama. 
b. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara 
memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan 
penganjuran (uitlokking). Perbedaannya pada niat/kehendak, pada 
pembantuan kehendak jahat pembuat material sudah ada sejak 
semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, 
kehendak melakukan kejahatan pada pembuat material ditimbulkan oleh si 
penganjur. Berbeda dengan pertanggungjawaban pembuat yang semuanya 
dipidana sama dengan pelaku, pembantu dipidana lebih ringan daripada 
pembuatnya, yaitu dikurangi sepertiga dari ancaman maksimal pidana 
yang dilakukan (Pasal 57 ayat [1]). Jika  kejahatan diancam dengan pidana 
mati atau pidana seumur hidup, pembantu dipidana penjara maksimal 15 
tahun.10 
Ada dua faktor yang memegang peranan dalam membantu, yaitu : 
1. Pembantu mengambil bagiannya dalam usaha pembuat untuk mencapai 
hasil akhir; 
2. Perbuatan pembantu merupakan bagian dari sebab-akibat (kausalitas), dan 
sengaja yang ada pada pembantu itu. 
 Perbedaan antara turut melakukan dengan membantu adalah sebagai berikut : 
                                                          




1. Turut melakukan memerlukan kerja sama yang disadari penuh, sedangkan 
membantu tidak perlu kerja sama yang disadari penuh. 
2. Teori subjektif mencari ukuran untuk menentukan kerja sama yang 
bersangkutan adalah turut melakukan atau membantu. 
3. Turut melakukan menghendaki terjadinya delik yang bersangkutan, 
sedangkan membantu hanya berbuat untuk menolong pembuat delik. 
4. Teori objektif mencari ukuran untuk menentukan kerja sama sebagai turut 
melakukan atau membantu, dalam perbedaan sifat perbuatan yang telah 
dilakukan peserta. Turut melakukan berarti telah melakukan perbuatan 
atau melaksanakan. Pembantu telah melakukan satu perbuatan membantu, 
dan penentu ada tidaknya perbuatan melaksanakan, dilihat dari unsur-
unsur delik yang bersangkutan (perundang-undangan). 
Dengan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembantuan terdiri atas, 
yaitu sebagai berikut : 
1. Pada saat kejahatan dilakukan sarana tidak ditentukan secara limitatif oleh 
undang-undang. 
2. Sebelum kejahatan dilakukan sarana ditentukan secara limitatif oleh 
undang-undang; 
3. Pembantuan setelah tindak pidana dilakukan : Pasal 221, Pasal 223, Pasal 
480, Pasal 481, Pasal 482, dan Pasal 483.11 
                                                          




HUKUM DAN SANKSI PIDANA INTELEKTUAL DADER  
 
A. Hukum dan Sanksi Intelektual Dader dalam Kasus Pembunuhan Berencana 
menurut Hukum Positif 
Dalam KUHP telah dijelaskan bahwa pembunuhan berencana terdapat pada 
Pasal 340 yang mengatakan bahwa barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana 
terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan 
rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, 
paling lama dua puluh tahun.1 
Pada kenyataannya untuk menentukan seorang pembuat tunggal, tidaklah 
terlalu sukar. Kriterianya cukup jelas, secara umum ialah perbuatannya telah 
memenuhi semua unsur tindak pidana. Bagi tindak pidana formil, wujud 
perbuatannya ialah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan 
tindak pidana. Sedangkan dalam tindak pidana materiil perbuatan apa yang 
dilakukannya telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh Undang-Undang.2 
Perbedaan pleger dengan dader adalah, bagi seorang pleger masih diperlukan 
keterlibatan minimal satu orang, baik secara psikhis, misalnya terlibat dengan seorang 
pembuat penganjur; atau terlibat secara fisik, misalnya dengan pembuat peserta atau 
                                                          
1Tim Redaksi, KUHP & KUHAP (Cet. I; Yogyakarta : Certe Posse, 2014), h. 87. 
2Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, (Cet. I, Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2002), h. 82. 
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pembuat pembantu. Jadi seorang pleger diperlukan sumbangan dari peserta lain 
dalam mewujudkan tindak pidana.3 
Pembuat tidaklah mungkin terlibat bersama pembuat penyuruh, karena dalam 
hal pembuat penyuruh, pembuat materiilnya (manus ministra) adalah tidak dapat 
dipidana. Sedangkan pembuat harus dipertanggungjawabkan dan diancam pidana 
yang sama dengan dader (pembuat tunggal), yang sama dalam bentuk penyertaan 
lainnya yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP.  
Hakikat dari sebuah sanksi pidana adalah pembalasan, sedangkan tujuannya 
adalah penjeraan baik itu untuk pelanggar hukum itu sendiri maupun pada mereka 
yang mempunyai potensi menjadi penjahat. Selain itu sanksi pidana ini bertujuan 
untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan. 
Sistem hukum yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP menyatakan bahwa 
hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yaitu : hukuman pokok 
seperti hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda dan 
pidana tutupan. Dan pidana tambahan seperti : pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. 
Pembuat atau Intelektual Dader diatur dalam Pasal 55 KUHP. 
 Dalam KUHP Pasal 55 dijelaskan bahwa : 
(1). Dipidana sebagai pelaku tindak pidana : 
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut 
serta melakukan perbuatan; 
                                                          
3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3, h. 83. 
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2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan, kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, 
ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain, supaya melakukan 
perbuatan. 
(2). Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah 
yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.4 
Dalam buku KUHP yang dikarang oleh R. Soesilo dijelaskan pula dalam Pasal 
55 tentang pleger (pelaku) : 
Pasal 55 :  
(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : 
1.e Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut 
melakukan perbuatan itu; 
2.e  Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, 
atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan 
memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja 
membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (KUHP 163 bis, 263 
s ) 
(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2.e itu yang boleh 
dipertanggungkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja 
dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya (KUHP 51,57-4,58) 
Berdasarkan ketentuan dalam KUHP dapat dikatakan bahwa antara yang 
menyuruh maupun yang membantu suatu perbuatan tindak pidana dikategorikan 
sebagai pembuat tindak pidana atau dader.5  
Pasal 56 : Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan; 
Apabila ada beberapa orang yang bersama-sama melakukan suatu tindak 
pidana, yang seorang tak dapat dipetanggungjawabkan atau gila, seseorang yang 
belum cukup umur, seseorang yang tidak dihukum, seseorang yang dalam pembelaan 
darurat, seseorang yang melakukan peraturan perundang-undangan, maka orang 
tersebut dijatuhkan hukuman biasa, sedangkan bagi orang yang dalam keadaan gila 
atau ia tidak dapat memepertanggungjawabkan, hukumannya dikurangkan, ditambah 
atau tidak dijatuhkan sama sekali. ini tidak berlaku bagi rang yang tidak dalam 
keadaan tersebut. 
 
                                                          
4Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) & Kitab Undang – Undang Hukum Acara 
Pidana (KUHAP) (Cet: X; Bandung : Citra Umbara, 2013), h.22. 
5Van Hamel dalam Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bandung: Sinar 
Baru, 1990), h. 594 
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Pasal 57 :  
(1) Selama-lamanya hukuman pokok bagi kejahatan, dikurangi sepertinya 
dalam hal membantu melakukan kejahatan 
(2) Jika kejahatan itu diancam dengan hukuman mati atau hukuman penjara 
seumur hidup, maka dijatuhkanlah hukuman penjara selama-lamanya lima 
belas tahun 
(3) Hukuman tambahan bagi yang membantu melakukan kejahatan sama saja 
dengan hukuman tamabahan bagi kejahatan tersebut. 
(4) Tentang melakukan hukuman itu hanyalah diperhatikan perbuatan yang 
sengaja dimudahkan atau dianjurkan oleh si pembantu, serta dengan akibat 
perbuatannya itu. 
 
Pasal 58 : 
Keadaan diri yang menyebabkan penghapusan, pengurangan atau penambahan 
hukumannya waktu melakukan undang-undang hukuman hanya boleh 
dipertimbangkan terhadap yang mengenai diri seorang yang melakukan 
perbuatan itu atau diri si pembantu saja. 
 
B. Hukum dan Sanksi Intelektual Dader dalam Kasus Pembunuhan Berencana 
menurut Hukum Islam 
Membunuh seorang muslim merupakan tindakan yang sangatlah mengerikan. 
Setelah mereka dihukum hadd, pelaku tersebut akan disiksa lagi dalam neraka, 
dimurkai dan dilaknat oleh Allah SWT.6 
Allah SWT berfirman QS. an-Nisa(4) : 93 
                           
           
Terjemahnya : 
 Dan barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, 
maka balasannya ialah neraka jahanam, dia kekal di dalamnya. Allah murka 
kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.7 
                                                          
6A. Rahman I. Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Cet.I; Jakarta: PT 
RajaGrafindo, 2002), h. 299. 
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Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia 
adalah pembunuhan. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem 
hukum sejak awal sejarah manusia hingga paa saat ini. Ancaman pidana tersebut bagi 
tindak pidana ini dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai “kisas”, yaitu 
pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang diderita korban.8 
Suatu pembunuhan dapat dikatakan pembunuhan sengaja jika memenuhi 
unsur-unsur: 1) yang dibunuh adalah manusia yang diharamkan Allah untuk 
membunuhnya; 2) perbuatan itu membawa kematian; dan 3) bertujuan untuk 
menghilangkan nyawa seseorang.9  
Salah satu persoalan yang selalu dibahas oleh para ahli hukum pidana adalah 
masalah pidana atau hukuman. Hukuman dalam Islam memiliki landasan yang sangat 
kokoh yaitu Al-Qur’an dan As-Sunnah Nabi Saw., dan bukan berdasarkan dugaan-
dugaan manusia semata mengenai hal-hal yang dirasa adil. Dari sisi kepastian hukum 
juga jelas karena manusia dilarang mengubah hukuman yang diancamkan, jadi untuk 
tindak pidana yang beri ancaman hukuman had tidak boleh ada perubahan, perbuatan 
yang dilarang tetap menjai sesuatu yang diharamkan sampai kapanpun. Bandingkan 
dengan sistem hukum di Negara-negara Barat-yang bahkan untuk perbuatan yang 
mengenal afwun/pemaafan bagi tindak pidana kisas, seperti pembunuhan atau 
penganiayaan, jika pihak korban atau kelurga korban mau memaafkan. Sistem ini 
                                                                                                                                                                     
77Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Pentafsir Al-Qur’an, 2014), h. 93. 
8Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Cet.I, Jakarta : Rajawali Pers, 2016). h 166.  
9Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, h 168.  
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juga sangat memerhatikan aspek pencegahan, pendidikan dan perlindungan bagi 
masyarakat, serta perbaikan bagi si pelaku.10 
Banyak yang mengatakan bahwa konsekuensi atau hukuman bagi pelaku yang 
diancamkan oleh hukum pidana Islam dianggap sangat kejam. Namun, jika perasaan 
moral dan sosial telah terbangun, mereka akan menyadari bahwa apa yang mereka 
lakukan merupakan suatu kejahatan sosial yang akan memengaruhi masyarakat secara 
keseluruhannya.11 
Esensi dari pemberian hukuman bagi pelaku suatu tindak pidana (jarimah) 
menurut Islam adalah pertama, pencegahan serta balasan (ar-radu was zahru) dan 
kedua adalah perbaikan dan pengajaran (al-ishlah wat-tahszib). Dengan tujuan 
tersebut, pelaku jarimah diharapkan tidak mengulangi perbuatan jeleknya.12 
Kritik terhadap hukuman dalam Islam bisa juga disebabkan karena tidak 
disadarinya alasan spiritual dari hukuman itu. Hukuman bukanlah dijatuhkan secara 
kejam oleh seorang kepada orang lain. Melainkan itu adalah suatu pelaksanaan dari 
ketentuan dari Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Ketaatan kepada hukum Allah 
adalah karakter dasar bagi masyarakat musim yang benar.13 
Hukuman pokok (‘uqubah asliah), merupakan hukuman kisas untuk tindak 
pidana pembunuhan dan penganiayaan. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan ini 
                                                          
10Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam . h 146.  
11Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam . h 147. 
12Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 255 
13Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam . h 147. 
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(al-qatl) disebut juga dengan al-jinayah ‘ala al-insaniyyah ( kejahatan terhadap jiwa 
manusia), sebutan yang sama dalam hukum positif.14 
Pembunuhan sengaja merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang 
dengan tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang 
dipandang layak untuk membunuh.15 
Pada umumnya faktor yang mendorong seseorang untuk melakukan jarimah 
pembunuhan ataupun penganiayaan adalah keinginan hidup sendiri apabila ia 
mengetahui dirinya tidak akan hidup sesudah ia membunuh korbannya maka ia akan 
mempertahankan hidupnya dengan jalan membiarkan calon korbannya tetap hidup.16 
Hukuman kisas ini berlaku untuk jarimah pembunuhan sengaja atau 
penganiayaan. Baik dalam pembunuhan atau penganiayaan korban atau walinya 
memiliki hak atau diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap 
pelaku. Dan pengampunan itu adalah penyelesaian kasus yang terbaik dari pada harus 
membalas dengan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku. Apabila ada 
pengampunan maka hukuman kisas menjadi gugur dan diganti menjadi diyat.17  
                                                          
14Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam . h 167. 
15Zainuddin, Hukum Pidana Islam, (Cet. I, Jakarta : Sinar Grafika, 2007), h. 24. 
16Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, (Cet. I; Makassar : Alauddin University Press, 
2014), h. 231. 
17Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 231. 
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Aturan tentang pemaafan dalam pembunuhan inilah yang tidak ada dalam 
hukum positif. Aturan ini juga menepis anggapan bahwa hukuman dalam hukum 
pidana Islam hanya bertujuan untuk pembalasan semata.18 
Namun, menurut Imam Malik, pembuat atau Intelektual Dader dikenai 
hukuman kisas dalam hal pembunuhan atau dikenai hukuam yang lebih berat atau 
mungkin sama beratnya dalam jarimah yang termasuk kelompok ta’zir.19 
Ada beberapa sanksi hukum yang akan diterapkan kepada pelaku atau 
pembuat atau disebut istilah Intelektual Dader pada pembunuhan yang 
direncanakan20 : 
1)  Kisas, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan 
korbannya. Hukuman asli, yaitu hukum kisas. Hukuman yang didasarkan 
pada ketentuan Allah SWT dalam QS Al-Baqarah (2): 178 
                                
                                     
                          
Terjemahnya :  
Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) kisas 
berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan, hamba sahaya 
dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa 
memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, 
dan membayar diyat (tembusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian 
                                                          
18Topo Santoso, Asas-Asas Hukum Pidana Islam . h 169. 
19Mustofa Hasan,  Beni Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam fiqh jinayah (Cet.I Bandung: 
Pustaka Setia, 2013),h. 593. 
20Zainuddin, Hukum Pidana Islam, h. 35. 
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itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas 
setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.21 
 
Dalam surat lain Al-Maidah (5): 45 
 
                            
               
 
Terjemahnya :  
Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa 
(dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga 
dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka-luka (pun) ada kisasnya atau balasan 
yang sama22 
 
2) Menurut Abdul Qadir Audah, Diyat adalah hukuman pengganti pertama 
dari hukuman kisas.23 Diyat, yaitu pembunuh harus membayar denda 
sejumlah 100 ekor unta, atau 200 ekor sapi atau 1.000 ekor kambing, atau 
bentuk lain seperti uang yang nilainya sama.24 
                             
                               
                    
 
Terjemahnya :  
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), 
kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang 
mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya 
yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si 
                                                          
21Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 27. 
22Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 115. 
23Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 131 




terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si 
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan 
kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada 
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. 
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) 
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah dan 
adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.25 
 
Waktu pembayaran menurut Imam Malik, Iman Syafi’i dan Imam Ahmad 
harus dengan segera dan tidak boleh diakhirkan walaupun walliy al-dam 
membolehkannya karena diyat pada pembunuhan sengaja itu pengganti 
qishash dan qishash tidak boleh diakhirkan.26 
 
3) Pihak keluarganya memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa 
syarat. 
Para wali korban memiliki hak dalam mengampuni pelaku yang telah 
melakukan pembunuhan sengaja kepada sanak keluarganya baik dengan 
tidak meminta kisas maupun diyat. Dan bentuk ini disebut sebagai 
sedekah bagi keluarga yang dimaafkan. 
            
Terjemahnya : 
Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu 
(menjadi) penebus dosa baginya.27 
                                                          
25Kementrian Agama R.I, Al-Qur’an Terjemahnya, h. 93. 
26Hamzah Hasan, Hukum Pidana Islam I, h. 134 






A. Kesimpulan  
1. Intelektual Dader merupakan pelaku tindak pidana yang secara umum, tetapi 
hal tersebut dilakukan oleh kalangan profesi atau orang yang berpendidikan 
dan menggunakan intelektualnya dalam melakukan tindak pidana. orang yang 
mempunyai kecerdasan dalam hal ilmu pengetahuan dan mempunyai 
wawasan yang luas tetapi dia menggunakan kecerdasannya dengan melakukan 
kejahatan atau tindak pidana yang memenuhi rumusan delik dalam KUHP.  
2. Hukum dan Sanksi Intelektual Dader dalam hukum positif : Dader, Pleger, 
Doen Pleger, dan Mede Pleger (dikenakan Pasal 55 KUHP dan sanksi yang 
dijatuhkan adalah hukuman berat yaitu hukuman mati dalam Pasal 57 KUHP). 
Hukum dan Sanksi Intelektual Dader dalam hukum Islam : Menurut Hukum 
Islam barang siapa yang melakukan perbuatan Intelektual Dader khususnya 
pembunuhan yang direncanakan maka akan dilaknat oleh Allah SWT (QS. an-
Nisa/4 : 93). Sanksi yang dikenakan bagi pelaku tersebut yaitu kisas, diyat 
atau denda, dan berupa sanksi dari pihak keluarga dan masyarakat. 
 
B. Implikasi Penelitian 
Berdasarkan hasil pembahasan, maka implikasi dari bab akhir skripsi ini 
adalah : 
1. Diharapkan dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana ini, 
menjadi bahan kecil untuk pengkajian pemahaman dikalangan 
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masyarakat, karena kurangnya pemikiran dan pengetahuan hukum di 
masyarakat. 
2. Diharapkan dalam banyaknya kasus tindak pidana pembunhan berencana 
yang terjadi saat ini, Untuk mencegah semakin maraknya pembunuhan 
berencana oleh pelaku tindak pidana, sebaiknya para penegak hukum atau 
lembaga penegak hukum lebih mengontrol situs yang berbau jarimah 
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